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                      Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2019

BAB  III
AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini, akan disajikan dua hal penting yang menyangkut kinerja organisasi, yaitu Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.
3.1.
Capaian Kinerja Organisasi
3.1.1.Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
Target dan realisasi indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

Tahun 2019
	No.
	Indikator Kinerja Utama
	Target

(%)
	Realisasi

(%)
	Capaian

(%)

	1.
	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
	97,45
	98,04
	100,60

	2.
	Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
	99,33
	97,67
	98,32

	3.
	Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran
	98,34
	90,19
	91,71

	4.
	Cakupan Penerbitan Akta Kematian
	72,05
	79,08
	109,75

	5.
	Tingkat Keakurasian Data Kependudukan 
	96,62
	99,97
	103,46


A. Rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga, yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk lndonesia.

Pelayanan penerbitan KK adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KK yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK) adalah jumlah kepala keluarga yang memiliki KK sampai dengan tahun x dibagi dengan jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah sampai dengan tahun x.
Rasio kepemilikan Kartu Keluarga memiliki angka capaian sebesar 100,60%. Hal ini menunjukkan bahwa program sosialisasi  administrasi kependudukan, baik yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif. Pengelolaan infrastruktur jaringan yang baik juga turut mendukung tercapainya indikator kinerja ini. Kegiatan ini membuat masyarakat semakin menyadari pentingnya dokumen kependudukan baik KK maupun KTP elektronik yang senantiasa dibutuhkan untuk berbagai macam urusan. 
B. Rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. 

Pelayanan Penerbitan KTP adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang bagi seluruh penduduk wajib KTP Elektronik di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP.


Pada tahun 2019, rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat memiliki capaian sebesar 98,32%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP di Kota Pontianak berjalan cukup baik. Di samping itu, kegiatan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk menerima masukan dan memperbaiki sistem pelayanan administrasi kependudukan juga turut mendukung pencapaian indikator kinerja ini.
C. Rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran
Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan Akta Kelahiran di suatu wilayah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Penerbitan kutipan Akta Kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam perda mengenai administrasi kependudukan. Rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran adalah jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun x dibagi dengan jumlah penduduk.

Tahun 2019, rasio kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang mencapai 91,71%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pembuatan akta kelahiran, baik yang dilakukan melalui MoU dengan klinik-klinik bersalin dan rumah sakit, maupun pelayanan rutin yang dilakukan di kelurahan-kelurahan se-Kota Pontianak berjalan baik. Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh pengelolaan website dinas yang berjalan baik sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

D. Cakupan penerbitan kutipan akta kematian
Kutipan akta kematian adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kematian yang meregistrasi setiap kematian sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada keluarga penduduk yang melaporkan peristiwa kematian. Penerbitan kutipan akta kematian adalah pelayanan terhadap keluarga penduduk yang mengajukan penerbitan kutipan akta kematian paling lambat 30 hari sejak peristiwa kematian dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota menerbitkan kutipan akta kematian berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai  administrasi kependudukan.

Cakupan pelayanan penerbitan kutipan akta kematian  adalah jumlah dokumen kutipan akta kematian yang telah diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kematian yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah kematian  yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kematian yang harus diterbitkan kutipan akta kematiannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang meninggal dunia dan masih mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan.

Tahun 2019, Cakupan Penerbitan Akta Kematian yang memiliki angka capaian sebesar 109,75%. Serupa dengan pelayanan kutipan akta kelahiran, pelayanan jemput bola yang dilakukan dalam rangka percepatan kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal dunia yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak membuahkan hasil yang memuaskan.

E. Tingkat Keakurasian Data Kependudukan
Tingkat keakurasian data kependudukan diukur dengan rasio data kependudukan yang akuran dibagi keseluruhan data penduduk. Data penduduk yang akuran merupakan selisih dari data penduduk dikurangi data ganda dan data anomali lainnya.

Tahun 2019, tingkat keakurasian data kependudukan memperoleh tingkat capaian sebesar 103,46%. Hal tersebut menggambarkan bahwa kegiatan verifikasi dan pembersihan data base kependudukan secara efektif mampu mengeliminasi data ganda dan anomali data lainnya yang bermuara kepada tercapainya tingkat akurasi data kependudukan Kota Pontianak yang optimal.
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 hingga 2019
Realisasi indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tahun 2015 hingga 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Indikator Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

Tahun 2015 hingga 2019
	No.
	Indikator Kinerja Utama
	2015

(%)
	2016

(%)
	2017

(%)
	2018
(%)
	2019
(%)

	1.
	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
	99,07
	94,32
	97,84
	98,19
	98,04

	2.
	Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
	95,04
	88,59
	95,56
	85,61
	97,67

	3.
	Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran
	89,12
	91,53
	92,59
	94,08
	90,19

	4.
	Cakupan Penerbitan Akta Kematian
	65,68
	75,06
	75,94
	79,76
	79,08

	5.
	Tingkat Keakurasian Data Kependudukan
	-
	-
	99,44
	99,58
	99,97


A. Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Pada tahun 2015 angka rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK) tercatat memiliki angka realisasi sebesar 99,07%. Angka ini menurun pada tahun 2016 menjadi 94,32%, kemudian kembali meningkat menjadi 97,84% pada yahun 2017. Di tahun 2019, realisasi rasio kepememilikan kartu keluarga (KK) tercatat sebesar 98,19%. Data di atas menunjukkan bahwa trend angka realisasi rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK) sempat turun pada tahun 2016, namun terus mengalami perbaikan pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Hal ini menunjukkan bahwa program sosialisasi  administrasi kependudukan, baik yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif. Di samping itu, evaluasi program dan kegiatan terkait pelayanan administrasi kependudukan juga membuahkan hasil yang positif.
B. Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Pada tahun 2015 angka rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat memiliki angka realisasi sebesar 95,04%. Angka ini menurun menjadi 88,59% pada tahun 2016 pada tahun 2017 95,56% dan pada tahun 2018 85,61%. Di tahun 2019, realisasi rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat sebesar 97,67%. Data di atas menunjukkan bahwa trend angka realisasi rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016, namun sempat mengalami perbaikan pada tahun 2017. Kemudian angka ini kembali mengalami penurunan di tahun 2018 dan kembali mengalami perbaikan pada tahun 2019. Fluktuasi angka realisasi rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berhubungan dengan ketersediaan blanko KTP Elektronik yang masih terkait dengan wewenang pemerintah pusat.
C. Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran 

Pada tahun 2015 angka rasio kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran tercatat memiliki angka realisasi sebesar 89,12%. Angka ini terus meningkat pada tahun 2016 menjadi 91,53%, kemudian kembali meningkat menjadi 92,59% pada tahun 2017 dan 94,08% pada tahun 2018. Di tahun 2019, realisasi rasio kepememilikan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran tercatat sebesar 90,19%. Data di atas menunjukkan bahwa trend angka realisasi rasio kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran terus meningkat sepanjang tahun 2015 hingga 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kegiatan percepatan pembuatan akta kelahiran, baik dari segi pelayanan di lokasi-lokasi tertentu hingga pelayanan dengan bentuk kerja sama dengan klinik bersalin, puskesmas, rumah sakit dan bidan praktek menunjukkan hasil yang positif.
D. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Pada tahun 2015 angka cakupan kepemilikan akta kematian tercatat memiliki angka realisasi sebesar 65,68%. Angka ini terus meningkat pada tahun 2016 menjadi 75,06%, kemudian kembali meningkat menjadi 75,94% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 menjadi 79,76%. Di tahun 2019, realisasi rasio kepememilikan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran tercatat sebesar 79,08%. Data di atas menunjukkan bahwa trend angka realisasi rasio kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran terus meningkat sepanjang tahun 2015 hingga 2018 dan menurun di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan berbagai pencatatan peristiwa kematian yang diselenggarakan berjalan baik dan berdampak positif terhadap target kinerja.
E. Tingkat Keakurasian Data Kependudukan

Tingkat keakurasian data kependudukan mulai dicatat sebagai indikaor kinerja pada 2017. Pada tahun 2017 angka tingkat keakurasian data kependudukan tercatat memiliki angka realisasi sebesar 99,44% dan pada tahun 2018 sebesar 99,58. Angka ini terus meningkat pada tahun 2019 menjadi 99,97%. Data di atas menunjukkan bahwa trend angka realisasi Tingkat keakurasian data kependudukan meningkat dari tahun 2017 hingga 2019. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kegiatan peningkatan akurasi data kependudukan yang diselenggarakan berjalan baik dan berdampak positif terhadap target kinerja.

3.1.3.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah
Target jangka menengah indikator kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dapat dilihat dalam dokumen RENSTRA 2015-2019 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Adapun perbandingan target dan realisasi jangka menengah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

Tahun 2015 hingga 2019
	No.
	Indikator Kinerja Utama
	2015 (%)
	2016 (%)
	2017 (%)
	2018 (%)
	2019 (%)

	
	
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi

	1.
	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
	95,55
	99,07
	96,02
	94,32
	96,49
	97,84
	96,97
	98,19
	97,45
	98,04

	2.
	Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
	84,19
	95,04
	88,44
	88,59
	92,21
	95,56
	95,86
	85,61
	99,33
	97,67

	3.
	Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran
	88,15
	89,12
	90,32
	91,53
	92,87
	92,59
	95,54
	94,08
	98,34
	90,19

	4.
	Cakupan Penerbitan Akta Kematian
	65,68
	65,68
	68,46
	75,06
	70,37
	75,94
	71,52
	79,76
	72,05
	79,08

	5.
	Tingkat Keakurasian Data Kependudukan
	-
	-
	-
	-
	95,45
	99,44
	95,23
	99,58
	96,62
	99,97


A. Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Dari tabel 3.3 di atas tampak bahwa target indikator kinerja rasio kepemilikan kartu keluarga (KK) pada tahun 2015 adalah sebesar 95,55%, sedangkan realisasinya dalah sebesar 99,07%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja rasio kepemilikan kartu keluarga (KK) telah mencapai 100%. Pada tahun 2016 target kinerja di tetapkan sebesar 96,02% dan realisasi tercatat sebesar 94,32%. Hal ini menunjukkan capaian sebesar 98,23% dari target. Pada tahun 2017 kinerja di tetapkan sebesar 96,49% dan realisasi tercatat sebesar 97,84%. Hal ini menunjukkan capaian yang telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Sedangkan di tahun 2018 target kinerja ditetapkan sebesar 96,97 dan realisasi tercatat sebesar 98,19%. Hal ini juga menunjukkan capaian kinerja yang telah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Dan pada tahun 2019 target kinerja ditetapkan sebesar 97,45 dan realisasi tercatat sebesar 98,04%. Hal ini juga menunjukkan capaian kinerja yang telah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.
B. Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Tabel 3.3 di atas juga menunjukkan target indikator kinerja rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 84,19% dan realisasinya sebesar 95,04%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 100%. Pada tahun 2016 target kinerja ditetapkan sebesar 88,44% dan realisasi kinerja tercatat sebesar 88,59%. Hal ini kembali menunjukkan tingkat capaian kinerja yang mencapai angka 100%. Pada tahun 2017 target kinerja ditetapkan sebesar 92,21% dan realisasi kinerja tercatat sebesar 95,56%. Hal ini kembali menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 100%. Sementara pada tahun 2018 target kinerja ditetapkan sebeasr 95,86% namun realisasi tercatat hanya berada pada angka 85,61%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang menurun menjadi 89,31%. Sama hal pada tahun 2019 target kinerja ditetapkan sebeasr 99,33% namun realisasi tercatat hanya berada pada angka 97,67%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang menurun menjadi 98,32%.
C. Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran 

Tabel 3.3 di atas juga menunjukkan target indikator kinerja rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran pada tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 88,15% dan realisasinya sebesar 89,12%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 100%. Pada tahun 2016 target kinerja ditetapkan sebesar 90,32% dan realisasi kinerja tercatat sebesar 91,53%. Hal ini kembali menunjukkan tingkat capaian kinerja yang mencapai angka 100%. Pada tahun 2017 target kinerja ditetapkan sebesar 92,87% dan realisasi kinerja tercatat sebesar 92,59%. Hal ini kembali menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 100%. Sementara pada tahun 2018 target kinerja ditetapkan sebeasr 95,54% namun realisasi tercatat hanya berada pada angka 94,08%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang menurun menjadi 98,47%. Pada tahun 2019 target kinerja ditetapkan sebesar 98,34% dan realisasi kinerja tercatat sebesar 90,19%. Hal ini menunjukkan penurunan tingkat capaian kinerja sebesar 91,71%.
D. Cakupan Penerbitan Akta Kematian
Tabel 3.3 di atas juga menunjukkan target indikator kinerja cakupan penerbitan akta kematian pada tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 65,68% dan realisasinya sebesar 65,68%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 100%. Pada tahun 2016 target kinerja ditetapkan sebesar 68,46% dan realisasi kinerja tercatat sebesar 75,06%. Hal ini kembali menunjukkan tingkat capaian kinerja yang mencapai angka 100%. Pada tahun 2017 target kinerja ditetapkan sebesar 70,37% dan realisasi kinerja tercatat sebesar 75,94%. Hal ini kembali menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 100%. Demikian pula pada tahun 2018 target kinerja ditetapkan sebesar 71,52% namun realisasi tercatat hanya berada pada angka 79,76%. Hal ini kembali menunjukkan tingkat capaian kinerja yang mencapai angka 100%. Pada tahun 2019 target kinerja ditetapkan sebesar 72,05% namun realisasi tercatat hanya berada pada angka 79,08%. Hal ini kembali menunjukkan tingkat capaian kinerja yang mencapai angka 100%.
E. Tingkat Keakurasian Data Kependudukan

Tabel 3.3 keakurasian data kependudukan dicatat sebagai indikator kinerja sejak 2017. Tabel di atas menunjukkan target indikator kinerja cakupan penerbitan akta kematian pada tahun 2017 yang ditetapkan sebesar 95,45% dan realisasinya sebesar 99,44%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 100%. Pada tahun 2018 target kinerja ditetapkan sebesar 95,23% dan realisasi tercatat berada pada angka 99,58%. Hal ini kembali menunjukkan tingkat capaian kinerja yang mencapai angka 100%. Demikian pula pada tahun 2019 target kinerja ditetapkan sebesar 96,62% dan realisasi tercatat berada pada angka 99,97%. Hal ini kembali menunjukkan tingkat capaian kinerja yang mencapai angka 100%.
3.1.4.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional
Pada tahun 2019 pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan beberapa target indikator nasional terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Beberapa target nasional yang ditetapkan meliputi target perekaman KTP Elektronik dan kepemilikan akta kelahiran. Target nasional untuk perekaman KTP Elektronik adalah 95% dari wajib KTP kabupaten/kota, sedangkan target nasional untuk kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0 hingga 18 tahun adalah sebesar 85%.
Berdasarkan Data Konsolidasi Bersama (DKB) semester I tahun 2019, Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak telah melakukan perekaman KTP Elektronik kepada 468.860 jiwa penduduknya, sedangkan jumlah wajib KTP tercatat sebesar 480.036 jiwa. Dengan demikian perekaman KTP Elektronik di Kota Pontianak mencapai 97,67% dan telah melampaui target nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat. 
Data Konsolidasi Bersama (DKB) semester I tahun 2019 juga mencatat angka kepemilikan akta kelahiran penduduk 0-18 tahun di Kota Pontianak sebesar 189.797 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia 0-18 tahun adalah sebesar 210.451 jiwa. Dengan demikian kepemilikan akta kelahiran di Kota Pontianak mencapai angka 90,19% dan telah melampaui target nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
3.1.5.Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja 
Dalam beberapa tahun terakhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mengalami kenaikan maupun penurunan kinerja yang diukur dengan tingkat capaian kinerja. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel capaian kinerja tahun 2015 hingga tahun 2019 berikut ini:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

Tahun 2015 hingga 2019
	No.
	Indikator Kinerja Utama
	2015

(%)
	2016

(%)
	2017

(%)
	2018
(%)
	2019
(%)

	1.
	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
	100
	98,22
	100
	100
	100

	2.
	Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
	100
	100
	100
	89,30
	98,32

	3.
	Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran
	100
	100
	99,69
	98,47
	91,71

	4.
	Cakupan Penerbitan Akta Kematian
	100
	100
	100
	100
	100

	5.
	Tingkat Keakurasian Data Kependudukan
	-
	-
	100
	100
	100


Penjelasan mengenai kenaikan maupun penurunan capaian kinerja selama 2015 hingga 2019 tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

A. Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
Dari tabel 3.4 di atas tampak bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK) menunjukkan trend yang baik. Capaian kinerja pada tahun 2015 mencapai 100% sempat menurun menjadi 98,22% pada tahun 2016. Namun, hal tersebut kembali mngalami perbaikan menjadi 100% pada tahun 2017 dan 2019. Baiknya kinerja pada indikator ini menunjukkan bahwa program sosialisasi  administrasi kependudukan, baik yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif. Pengelolaan infrastruktur jaringan yang baik juga turut mendukung tercapainya indikator kinerja ini. Kegiatan ini membuat masyarakat semakin menyadari pentingnya dokumen Kartu Keluarga (KK) yang senantiasa dibutuhkan untuk berbagai macam urusan.
B. Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menunjukkan trend yang baik selama 2015 hingga 2017, namun menurun pada tahun 2019. Selama 2015 hingga 2017, capaian kinerja berada pada angka 100%, namun menurun menjadi 89,30% pada tahun 2018 dan terdapat perbaikan pada tahun 2019 menjadi 98,32%. Baiknya capaian pada tahun 2015 hingga tahun 2017 menunjukkan bahwa pelayanan perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP di Kota Pontianak berjalan cukup baik. Di samping itu, kegiatan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk menerima masukan dan memperbaiki sistem pelayanan administrasi kependudukan juga turut mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Sementara penurunan pada tahun 2018 dan tahun 2019 lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah blanko KTP elektronik yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
C. Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran

Tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rasio kepemilikan akta kelahiran memiliki capaian yang baik pada tahun 2015 dan 2016, yaitu capaian sebesar 100%. Namun terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi 99,69% dan pada tahun 2018 kembali turun menjadi 98,47% dan pada tahun 2019 kembali turun menjadi 91,71%. Pelayanan jemput bola dalam hal pembuatan akta kelahiran sudah berjalan cukup baik. Berbagai perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan beberapa rumah sakit, klinik bersalin, puskesmas dan bidan praktek dalam pembuatan akta kelahiran secara statistik sudah membuahkan hasil yang memuaskan. Penurunan angka capaian kinerja rasio kepemilikan akta kelahiran lebih disebabkan karena masih banyaknya data akta kelahiran yang belum terintegrasi dengan data SIAK. 
D. Cakupan Penerbitan Akta Kematian
Tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam cakupan penerbitan akta kematian menunjukkan trend yang baik. Tercatat sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2019 indikator ini memiliki angka capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan jemput bola yang dilakukan dalam rangka percepatan kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal dunia yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak membuahkan hasil yang memuaskan.

E. Tingkat Keakurasian Data Kependudukan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keakurasian data kependudukan mulai dijadikan sebagai indikator kinerja sejak tahun 2017. Dari tahun 2017 hingga 2019 tampak bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada indikator ini menunjukkan hasil yang baik. Tercatat sejak 2017 hingga 2019 capaian indikator ini adalah sebesar 100%. Hal tersebut menggambarkan bahwa kegiatan verifikasi dan pembersihan data base kependudukan secara efektif mampu mengeliminasi data ganda dan anomali data lainnya yang bermuara kepada tercapainya tingkat akurasi data kependudukan Kota Pontianak yang optimal.
3.1.6.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, M.BA dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik (1999), efisiensi merupakan hubungan antara output barang/jasa yang dihasilkan dari sebuah kegiatan dengan penggunaan sumber daya untuk kegiatan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Eddy Suratman, SE, MA dalam bedah APBD Kota Pontianak Tahun 2017 juga memaparkan bahwa belanja efisiensi belanja dapat diwujudkan dengan melaksanakan belanja daerah yang berkualitas. Adapun belanja yang berkualitas dapat diukur dengan beberapa cara, antara lain: 1). Dengan melihat rasio total belanja tidak langsung terhadap total belanja; dan 2). Dengan melihat rasio antara total belanja pegawai dalam belanja langsung dengan total belanja langsung. Semakin kecil angka rasio kedua hal di atas, maka semakin efisienlah suatu kegiatan belanja daerah. Lebih lanjut mengenai lanjut hal tersebut tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Belanja (setelah perubahan)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak 
Tahun Anggaran 2019
	No.
	Uraian
	Realisasi

(Rp)

	
	
	

	
	
	

	I.
	Belanja Tidak Langsung
	5,011,079,030.00

	
	Belanja Pegawai
	5,011,079,030.00

	II.
	Belanja Langsung
	5,670,253,867.00

	
	a. Belanja Pegawai
	1,908,749,000.00

	
	b. Belanja Barang dan Jasa
	3,531,022,155.00

	
	c. Belanja Modal
	230,482,712.00

	Jumlah Belanja
	10,681,332,897.00


Dari tabel 3.5 di atas, tampak bahwa realisasi belanja tidak langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2019 adalah sebesar Rp5,011,079,030.00 sedangkan realisasi total belanja adalah sebesar Rp10,681,332,897.00. Dari angka tersebut diperoleh angka rasio total belanja tidak langsung terhadap total belanja adalah sebesar 46,91%. Hal ini dapat dikatakan sebagai belanja yang efisien karena proporsi belanja tidak langsung tidak sampai separuh dari total belanja OPD.
Tabel 3.5 di atas juga menunjukkan bahwa realisasi belanja pegawai dalam belanja langsung adalah sebesar Rp1,908,749,000.00, sedangkan realisasi belanja langsung adalah sebesar Rp5,670,253,867.00. Dari angka tersebut diperoleh angka rasio antara total belanja pegawai dalam belanja langsung dengan total belanja langsung adalah sebesar 33,66%. Hal ini dapat dikatakan sebagai belanja yang kurang efisien karena proporsi belanja pegawai dalam belanja langsung lebih dari 20%.

3.1.7.
Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Perjanjian Kinerja
Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan masing-masing kegiatan tergambar dalam tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

Tahun 2019
	No.
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Capaian (%)
	Program/Kegiatan
	Realisasi (Rp)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1.

 

 
	Meningkatnya pelayanan

admnistrasi kependudukan

 

 
	Rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

 

 
	100 %

 

 
	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	

	
	
	
	
	1.
	EVALUASI  PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	100%

	
	
	
	
	2.

3.
	PENDATAAN PENDUDUK RENTAN

PELAYANAN PENERBITAN KIA DI SEKOLAH
	92,54%

98,28%

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	Rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

 
	98,32%
	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	

	 
	 
	
	
	1.
	PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SAK) TERPADU (DAK NON FISIK) 
	97,96%

	 
	 
	
	 
	2.
	PERCEPATAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK
	95,35%

	 
	
	
	
	3.
	PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN
	100%


	No.
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Capaian (%)
	Program/Kegiatan
	Realisasi (Rp)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.

	
	Rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran
	91,71%


	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	

	
	
	
	
	1.

2.
3.

4.
	PERCEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PENGINTEGRASIAN DATA KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN KE DATA SIAK

BIMBINGAN TEKNIS RT DAN PETUGAS PELAYANAN KELURAHAN TENTANG ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL

DIGITALISASI DOKUMEN PENCATATAN SIPIL
	97,94%
97,51%
99,92%
97,70%

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian
	100%
	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	

	
	
	
	
	1.

2.
	SINKRONISASI DATA PERISTIWA PENTING

FASILITASI PEMBENTUKAN PETUGAS REGISTRASI ADMINDUK KELURAHAN SE-KOTA PONTIANAK
	97,25%
0%


	No.
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Capaian (%)
	Program/Kegiatan
	Realisasi (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.
	
	Akurasi data dan informasi kependudukan
	100%
	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	

	
	
	
	
	1.

2.

3.
	PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

KEMITRAAN PEMBANGUNAN DATA KEPENDUDUKAN YANG AKURAT

PEMANTAUAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN JARINGAN SIAK
	98,09%
99,87%
98,49%


	
	
	
	
	Program Pengembangan Data/Informasi Kependudukan
	

	
	
	
	
	1.
	VERIFIKASI DAN PEMBERSIHAN DATA BASE KEPENDUDUKAN
	100%

	
	
	
	
	2.
	PENYUSUNAN DAN DISEMINASI PROFIL KEPENDUKAN
	91,92%

	
	
	
	
	3.
	PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN DATA WAREHOUSE KEPENDUDUKAN
	98,37%

	
	
	
	
	Program Pengembangan Data/Informasi Kependudukan
	

	
	
	
	
	1.

2.
	PENGELOLAAN SISTEM INTRANET DINAS DAN SMS GATEWAY

PENGELOLAAN MEDIA WEBSITE DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	98,02%
99,75%


Dari tabel 3.6 di atas, tampak bahwa setiap indikator kinerja didukung oleh beberapa program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Namun, dari beberapa program dan kegiatan tersebut terdapat satu kegiatan yang memeang secara nyata tampak berbanding lurus dengan pencapaian kinerja. Lebih rinci mengenai hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
A. Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja rasio kepemilikan kartu keluarga (KK) mencapai angka 100% yang merupakan suatu capaian yang sangat tinggi. Rasio ini didukung oleh beberapa program dan kegiatan, namun tampak bahwa program dan kegiatan yang paling tinggi realisasi keuangannya adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui Kegiatan Evaluasi  Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang terealisasi sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang paling menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja rasio kepemilikan kartu keluarga (KK) adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui Kegiatan Evaluasi  Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

B. Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja rasio kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) hanya mencapai angka 98,32% yang merupakan suatu capaian yang lebih rendah dari capaian tahun-tahun sebelumnya (tampak pada tabel 3.4). Rasio ini didukung oleh beberapa program dan kegiatan, namun tampak bahwa program dan kegiatan yang paling tinggi realisasi keuangannya adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen yang terealisasi sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang paling menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja rasio kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen.
C. Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran

Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran mencapai angka 91,71% yang merupakan suatu capaian yang sangat tinggi. Rasio ini didukung oleh beberapa program dan kegiatan, namun tampak bahwa program dan kegiatan yang paling tinggi realisasi keuangannya adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui Kegiatan Bimbingan Teknis RT dan Petugas Pelayanan Kelurahan Tentang Administrasi Pencatatan Sipil yang terealisasi sebesar 99,92%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang paling menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui Kegiatan Bimbingan Teknis RT dan Petugas Pelayanan Kelurahan Tentang Administrasi Pencatatan Sipil.

D. Cakupan Penerbiatan Akta Kematian

Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja cakupan penerbiatan akta kematian mencapai angka 100% yang merupakan suatu capaian yang sangat tinggi. Rasio ini didukung oleh Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui Kegiatan Sinkronisasi Data Peristiwa Penting yang terealisasi sebesar 97,25%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan tersebut menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja rasio penerbiatan akta kematian adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui Kegiatan Sinkronisasi Data Peristiwa Penting.
E. Tingkat Keakurasian Data Kependudukan

Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja tingkat keakurasian data kependudukan mencapai angka 100% yang merupakan suatu capaian yang sangat tinggi. Rasio ini didukung oleh beberapa program dan kegiatan, namun tampak bahwa program dan kegiatan yang paling tinggi realisasi keuangannya adalah Program Pengembangan Data/ Informasi Kependudukan melalui Kegiatan Verifikasi dan Pembersihan Database Kependudukan yang terealisasi sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang paling menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja tingkat keakurasian data kependudukan adalah Program Pengembangan Data/ Informasi Kependudukan melalui Kegiatan Verifikasi dan Pembersihan Database Kependudukan.
3.2.  Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019, volume anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah sebagai berikut:
Tabel 3.7
Volume dan Realisasi Anggaran (setelah perubahan)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak 
Tahun Anggaran 2019
	No.
	Uraian
	Target

(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	Capaian

(%)

	I.
	Pendapatan
	400,000,000.00
	173,415,000.00
	43.4

	
	Lain-lain PAD yang sah
	400,000,000.00
	173,415,000.00
	43.4

	Jumlah Pendapatan
	400,000,000.00
	173,415,000.00
	43.4

	II.
	Belanja Tidak Langsung
	5,390,636,264.00
	5,011,079,030.00
	92.9

	
	Belanja Pegawai
	5,390,636,264.00
	5,011,079,030.00
	92.9

	III.
	Belanja Langsung
	5,809,139,823.00
	5,670,253,867.00
	97.6

	
	a. Belanja Pegawai
	1,934,752,585.00
	1,908,749,000.00
	98.7

	
	b. Belanja Barang dan

    Jasa
	3,628,367,238.00
	3,531,022,155.00
	97.3

	
	c. Belanja Modal
	246,020,000.00
	230,482,712.00
	93.7

	Jumlah Belanja
	11,199,776,087.00
	10,681,332,897.00
	95.4


1. Pendapatan

Target pendapatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 400,000,000,- yang terdiri dari:

a. Sanksi administrasi peristiwa kependudukan
: Rp 179,100,000,-

b. Sanksi administrasi peristiwa penting

: Rp 220,900,000,-

Realisasi pendapatan sampai dengan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp173,415,000,- (43.4%) dengan rincian:

a. Sanksi administrasi peristiwa kependudukan
: Rp 43,415,000,-

b. Sanksi administrasi peristiwa penting

: Rp 130,000,000,-

Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 79A menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya. Ketentuan ini mulai berlaku di Kota Pontianak pada bulan Februari 2014. Sedangkan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2008 masih berlaku dimana mulai 1 Juli 2013 pengurusan administrasi peristiwa  kependudukan dan peristiwa penting yang melampaui batas waktu pelaporan akan dikenai sanksi administratif berupa denda.

2. Belanja

Target belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan adalah Rp 11,199,776,087,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung
: Rp 5,390,636,264,-

1) Belanja Pegawai

: Rp 5,390,636,264,-

b. Belanja Langsung

: Rp 5,809,139,823,-

1) Belanja Pegawai

: Rp 1,934,752,585,-

2) Belanja Barang dan Jasa
: Rp 3,628,367,238,-
3) Belanja Modal

: Rp 246,020,000,-
Realisasi belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 10,681,332,897,- (95.37%) yang terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung 
: Rp 5,011,079,030,- (92,96%)

1) Belanja Pegawai

: Rp 5,011,079,030,- (92,96%)
b. Belanja Langsung

: Rp 5,670,253,867,- (97,60%)
1) Belanja Pegawai

: Rp 1,908,749,000,- (98.66%)
2) Belanja Barang dan Jasa
: Rp 3,531,022,155,- (97.32%)
3) Belanja Modal

: Rp 230,482,712,- (93.68%)
Tabel 3.8
Perbandingan Target Anggaran 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak 
Tahun Anggaran 2018 dan 2019
	No.
	Uraian
	Target 2018
(Rp)
	Target 2019
(Rp)
	Persentase Kenaikan atau (Penurunan)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	I.
	Pendapatan
	300,000,000.00
	400,000,000.00
	33.33%

	
	Lain-lain PAD yang sah
	300,000,000.00
	400,000,000.00
	33.33%

	Jumlah Pendapatan
	350,000,000.00
	400,000,000.00
	33.33%

	II.
	Belanja Tidak Langsung
	5,309,393,672.00
	5,390,636,264.00
	1.53%

	
	Belanja Pegawai
	5,309,393,672.00
	5,390,636,264.00
	1.53%

	III.
	Belanja Langsung
	6,160,182,648.00
	5,809,139,823.00
	(5.69%)

	
	a. Belanja Pegawai
	1,170,549,745.00
	1,934,752,585.00
	65.28%

	
	b. Belanja Barang dan Jasa
	3,700,318,403.00
	3,628,367,238.00
	(1.94%)

	
	c. Belanja Modal
	1,289,314,500.00
	246,020,000.00
	(80.91%)

	Jumlah Belanja
	11,469,576,320.00
	11,199,776,087.00
	(2.35%)


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018, target pendapatan tahun 2019 naik sebesar 33.33% dengan prediksi bahwa kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tepat waktu semakin meningkat sehingga sanksi keterlambatan masyarakat dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan dan pencatatan sipil akan terus menurun.
Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Anggaran 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak 
Tahun Anggaran 2018 dan 2019
	No.
	Uraian
	Realisasi 2018
(Rp)
	Realisasi 2019
(Rp)
	Persentase Kenaikan atau (Penurunan)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	I.
	Pendapatan
	206,755,000.00
	173,415,000.00
	(16.13%)

	
	Lain-lain PAD yang sah
	206,755,000.00
	173,415,000.00
	(16.13%)

	Jumlah Pendapatan
	288,535,000.00
	173,415,000.00
	(16.13%)

	II.
	Belanja Tidak Langsung
	5,061,658,381.00
	5,011,079,000.00
	(0.99%)

	
	Belanja Pegawai
	5,061,658,381.00
	5,011,079,030.00
	(0.99%)

	III.
	Belanja Langsung
	5,896,846,996.00
	5,670,253,867.00
	(3.84%)

	
	a. Belanja Pegawai
	1,127,997,000.00
	1,908,749,000.00
	69.21%

	
	b. Belanja Barang

    dan Jasa
	3,624,360,796.00
	3,531,022,155.00
	(2.57%)

	
	c. Belanja Modal
	1,144,489,200.00
	230,482,712.00
	(79.86%)

	Jumlah Belanja
	    10,958,505,377.00
	10,681,332,897.00
	(2.52%)


Realisasi pendapatan yang tidak mencapai target  mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tepat waktu semakin meningkat sehingga sanksi keterlambatan masyarakat dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan dan pencatatan sipil akan terus menurun.

Untuk mewujudkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja maka dibutuhkan kegiatan dan anggaran untuk setiap indikator kinerja. Realisasi anggaran yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.6

Target dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

Tahun 2019
	No.
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target
	Program/Kegiatan
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.

 

 
	Meningkatnya pelayanan

admnistrasi kependudukan

 

 
	Rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

 

 
	97,45%

 

 
	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	163.755.000
	179.359.000

	
	
	
	
	1.
	EVALUASI  PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	30.280.000
	30.279.000

	
	
	
	
	2.

3.
	PENDATAAN PENDUDUK RENTAN

PELAYANAN PENERBITAN KIA DI SEKOLAH
	64.475.000

69.000.000
	46.480.000
102.600.000

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

 
	99,33%
	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	1.636.295.000
	1.602.950.633

	 
	 
	
	
	1.
	PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SAK) TERPADU (DAK NON FISIK) 
	1.500.165.000
	1.469.521.633

	 
	 
	
	 
	2.
	PERCEPATAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK
	100.050.000
	100.550.000

	 
	
	
	
	3.
	PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN
	36.080.000
	32.879.000


	No.
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target
	Program/Kegiatan
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran
	98,34%


	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	353.003.850
	545.226.000

	
	
	
	
	1.

2.

3.

4.
	PERCEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PENGINTEGRASIAN DATA KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN KE DATA SIAK

BIMBINGAN TEKNIS RT DAN PETUGAS PELAYANAN KELURAHAN TENTANG ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL

DIGITALISASI DOKUMEN PENCATATAN SIPIL
	104.190.000

97.770.000

67.833.850

83.210.000
	291.336.500
99.728.000
67.782.500
86.379.000

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian
	72,05%
	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	115.158.000
	97.966.000

	
	
	
	
	1.

2.
	SINKRONISASI DATA PERISTIWA PENTING

FASILITASI PEMBENTUKAN PETUGAS REGISTRASI ADMINDUK KELURAHAN SE-KOTA PONTIANAK
	105.188.000

9.970.000
	97.966.000
0


	No.
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target
	Program/Kegiatan
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Akurasi data dan informasi kependudukan
	96,02%
	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	234.378.000
	265.505.000

	
	
	
	
	1.

2.

3.
	PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

KEMITRAAN PEMBANGUNAN DATA KEPENDUDUKAN YANG AKURAT

PEMANTAUAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN JARINGAN SIAK
	22.720.000

73.645.000

138.013.000
	22.285.000
73.550.000
169.670.000

	
	
	
	
	Program Pengembangan Data/Informasi Kependudukan
	146.046.000
	166.338.550

	
	
	
	
	1.
	VERIFIKASI DAN PEMBERSIHAN DATA BASE KEPENDUDUKAN
	5.875.000
	5.875.000

	
	
	
	
	2.
	PENYUSUNAN DAN DISEMINASI PROFIL KEPENDUKAN
	36.071.000
	33.155.000

	
	
	
	
	3.
	PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN DATA WAREHOUSE KEPENDUDUKAN
	104.100.000
	127.308.550

	
	
	
	
	Program Pengembangan Data/Informasi Kependudukan
	213.632.400
	184.112.113

	
	
	
	
	1.

2.
	PENGELOLAAN SISTEM INTRANET DINAS DAN SMS GATEWAY

PENGELOLAAN MEDIA WEBSITE DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	105.602.400

108.030.000
	98.211.613
85.900.500
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